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Abstrak
 

Permohonan pengesahan anak luar kawin merupakan suatu upaya untuk memperbaharui status seorang anak

luar kawin menjadi anak sah. Selama ini, permohonan pengesahan anak diajukan ke Pengadilan oleh ayah

dan ibu dari seorang anak yang ingin disahkan. Namun, pada praktiknya terdapat seorang anak luar kawin

yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan status anak sah kepada dirinya sendiri.

Permohonan tersebut terlihat dalam Penetapan No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. yang kemudian

dimohonkan upaya kasasi dalam Putusan No. 3561 K/Pdt/2020. Upaya permohonan pengesahan anak di

Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun,

permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan oleh dirinya sendiri memiliki keterkaitan dengan

adanya hubungan perdata yang dimiliki anak luar kawin kepada ayah dan/atau ibunya. Setelah Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, anak luar

kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki yang berhubungan darah dengannya beserta

masing-masing keluarga mereka. Tulisan ini membahas mengenai pengaturan permohonan pengesahan anak

yang diajukan oleh anak luar kawin terhadap dirinya sendiri menurut peraturan perundang-undangan di

Indonesia dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, khususnya pada pertimbangan hukum

yang diterapkan dalam Putusan 3561 K/Pdt/2020.

......An application for legalization of a child out of wedlock is an attempt to renew the status of a child out

of wedlock to become a legitimate child.  So far, applications for child authorization are submitted to the

Court by the father and mother of a child who wants to legalize.  However, in practice there is a child out of

wedlock who submits an application to the Court to determine the status of a legitimate child for himself.

The application can be seen in Decree No.  36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST.  which was later petitioned for

cassation in Decision No.  3561 K/Pdt/2020.  Efforts to apply for child legalization in Indonesia are

regulated in the Civil Code, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by

Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population

Administration, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation

of Islamic Law.  However, the application for legalization of an illegitimate child submitted by himself is

related to the existence of a civil relationship that an illegitimate child has with his father and/or mother.

After the Constitutional Court Decision No.  46/PUU-VIII/2010 regarding the judicial review of Article 43

paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019
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concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is enforced,  Children out of

wedlock have civil relations with their mothers and men who are related by blood to them and their

respective families. This paper discusses the arrangement of applications for child legalization submitted by

children out of wedlock against themselves according to Indonesian laws and regulations using the juridical-

normative analysis method, especially on legal considerations applied in Decision 3561 K/Pdt/2020


